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PALU, MERCUSUAR - Penga-
dilan Negeri (PN) Palu
menerbitkan surat penetapan

penyitaan terhadap tanah seluas

1.188 meter persegi di Jalan
Basuki Rahmat nomor D 04, di
Kelurahan Tatura Utara,
Kecamatan Palu Selatan.

Selain itu, penetapan PN Palu
nomor 07/Pen.Pid.Sus/Il/
2012 /PN.PL

tertanggal 7 -

Februari 2012 itu, juga mene-
tapkan penyitaan terhadap serti-
fikat hak milik nomor 01487
atas nama Farida serta beberapa
barang bukti (Babuk) lain,
terkait kasus dugaan korupsi

~dalam proses dum aset peme-

rintah Sulteng tersebut.’
Humas PN Palu, Adi Prasetyo

Baca PN di hal.11
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- PN

mengatakan, penetapan penyitaan

diterbitkan berdasarkan surat

permohonan penyidik Kejari Palu
nomor B- 256/R.10/Fd.1/02/2012
tanggal 1 Februari 2012. “Teknis
pelaksanaan penyitaan tergantung
penyidik,” singkatnya. '

Kejaksaan Negeri (Kajari) Palu, M
Adam membenarkan pihaknya telah
menerima surat penetapan penyitaan
yang diterbitkan PN Palu, terkait babuk
dalam kasus dugaan korupsi proses
dum aset pemerintah Sulteng.

~ Selain objek tanah di Jalan Basuki
Rahmat nomor D 04, Kelurahan Tatura
Utara, Kecamatan Palu Selatan,
penyitaan juga akan dilakukan pada
sertifikat hak milik nomor 01487 atas
nama Farida serta beberapa item
dokumen lainnya.

Saat ini, tambahnya, proses penyi-
taan tinggal menunggu surat perintah
yang akan dikeluarkannya (Kajari).

“Kapan waktunya (penyitaan),
dalam waktu dekat. Pasti akan kita
sampaikan jika sudah waktunya,”
janji Adam.

Terpisah Kepala Seksi (Kasi)

Pidsus, Alham menambahkan, soal
nama penerima dum tanah itu,
sebenarnya Fredinan bukan Ferdinan.
Nama Fredinan berdasarkan nama
dalam KTP dan
bersangkutan saat jalani pemeriksaan.
“Penyidik juga sempat keliru mengenai
namanya (Fredinan) dalam beberapa
surat. Kekeliruan tersebut, karena

mengacu pada nama yang ada dalam

surat pengusulan dum yang
menyebutkan Ferdinan, bukan

~ Rfedinan,” terangnya ditemani Kasi
Intel, Kaharuddin Kasim.

PEMERIKSAAN LANJUTAN

Lanjut Alham, Kasman Lassa yang
menjalani pemeriksaan lanjutan
sebagai saksi, Kamis (9/2), menga-
takan saat tanah di Jalan Basuki
Rahmat di-dum Ferdinan, status tanah
masih dipinjampakaikan pemerintah
Sulteng ke DPD PDIP Sulteng.
“Mengacu Peraturan Pemerintah
nomor 6 Tahun 2006 tentang penge-
lolaan barang milik Negara/daerah dan
Permendagri nomor 17 tahun 2007
tentang pedoman teknis pengelolaan

pengakuan ..

B T o aa sambungan dari hal. 1

barang milik daerah, aset pemerintah

'yang dipinjampakaikan tidak boleh

didum,” kata Alham mengutip per
nyataan Kasman Lassa. :

Dalam pemeriksaan itu, Kasman
Lassa mengaku ia mengetahui tanah
masih dalam. penguasaan DPD PDIP
Sulteng saat proses dum berlangsung,
karena pernah menerima surat dari
PDIP Sulteng ke Gubernur Sulteng,
Longki Djanggola yang meminta
pembatalan dum tanah tersebut.

-Selain itu, dari pernyataan Ketua DPD

PDIP Sulteng, Syafrun Abdullah.

" Ditanya soal apakah mantan
Gubernur Sulteng, Paliudju akan
diperiksa dalam kasus itu, Kasi Intel,
Kaharuddin Kasim mengatakan,
hingga saat ini belum mengarah
kesana (periksa). Sebab keterangan
saksi-saksi yang diperiksa ditahap

-penyelidikan dan penyidil-an, tidak

menyebutkan keterlibatan Paliudju
mengatur proses dum itu.

“Demikian keterangan Yuliansyah
saat diperiksa sebagai saksi, tidak ada
yang mengarah ke Paliudju,”
singkatnya. ack










